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Kolaborasi Pengamanan Penerimaan

 PONTIANAK - Kepala
Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) Ka-
limantan Barat Inge Diana
Rismawanti menghadiri keg-
iatan Forum Group Discus-
sion (FGD) yang dipimpin
langsung oleh Irjen Pol. Pipit
RismantoselakuKepala Polisi
Daerah (Polda) Kalimantan
Barat mengenai Optimal-
isasi Pendapatan Negara
dari Sektor Perkebunan yang
dilaksanakan di ruang Graha
Khatulistiwa Polda Kaliman-
tan Barat (Kamis, 31/10).

Dalam kegiatan kali ini
turut hadir Heronimus Hero
selakuKepala DinasPerkebu-
nan dan Peternakan Provinsi
Kalimantan Barat, Kepala
Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Provinsi Ka-
limantan Barat yang diwakili
oleh Ervan Judiarto selaku
Kepala Bidang Penataan dan
Pengelolaan Hutan serta
seluruh jajaran pejabat di
Kantor Wilayah DJP Kaliman-
tan Barat, Polda Kalimantan
Barat, Dinas Perkebunan dan
Peternakan ProvinsiKaliman-
tan Barat dan Dinas Lingkur-

gan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Kalimantan Barat.

Negara di Sektor Perkebunan

Dalam paparannya, Pipit
Rismanto selaku KapoldaKa-
limantan Barat mengatakan
bahwa kegiatan percepatan
programpemerintahlopharl
Bapak Presiden Republik In-
donesia diimplementasikan
kebeberapabadanyangsalah
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satunya ialah Kepolisian
harus ikut berperan aktif
dalam pengimplementasian
program tersebut.
“Walaupun setiap instansi
memiliki tugas dan program
masing-masing, namun tu-
juan acara ini sama, yaitu
diminta untuk menelusuri
kebocoran penerimaan

negara. Saat ini yang diba-
has mengenai kelapa sawit
terdapat banyak masalah
yang berkaitan dengan ke-
bocoran,” jelas Pipit.
“Latarbelakangyangmen-
dasari ini, arahan Presiden
kepada Kementerian/Lem-
baga tentang situasi dan
prediksi perubahannasional

tasdalam setiai) pel:;ksanaan :

tugas untuk meningkatkan
kepercayaan masyarakat
terhadap negara.”

“Apabila melihat data dari
dinas perkebunan, masih
terdapat banyaknya Wa-
jib Pajak di Sektor Kelapa
Sawit baik atas nama pribadi
maupun perusahaan yang
belum melakukankewajiban
perpajakannya. Dengan ini
diharapkan dapat dijadikan
sebagailangkahawalbagikita
dalam kegiatan kolaborasi,”
ujar Inge.

“Dalam hal produktifitas
kebun yang rendah masih
menjadi PR Bersama dan
kita sama-sama dapat mem-
berikan pemahaman bahwa
untuk menghasilkan hasil
yang baik harus mengguna-
kan bibit dan pupuk yang
juga berkualitas baik,” tam-
bah Inge.

“Kita berharap bisa ber-
sama-sama melakukan
edukasi, pengawasan, dan
penegakkan hukum kepada
khususnya kegiatan di sek-
tor perkebunan kelapa sawit
supaya meningkatkan pen-
erimaan negara yang juga
digunakan untuk kemajuan
daerah Kalimantan Barat,”
harap Inge.

Potensi perkebunan di
Kalbar diantaranya lada,
kopi, kakao dan sebagainya.
Akan tetapiyang paling strat-
egis, memiliki nilai ekonimis
yang tinggi dan menyangkut

kita dalam ekonomi global.
Program ini memerlukan
kolaborasi dan tidak egosek-
toral agar efektif efisien dan
memiliki hasil yang keber-
lanjutan. Seluruh jajaran
diminta untuk mengawal
seluruh program yang telah
ditugaskan,” tambah Pipit.
Di lain sisi, Inge Diana

penerimaan negara adalah
perkebunan sektor kelapa
sawit.

“Produksi Kelapa Sawit
dalam bentuk Tandan Buah
Segar (TBS) wilayah Kalbar
+ 32 juta ton per tahun. Da-
lam bentuk Minyak Kelapa
Sawit (CPO) + 6 jt ton. Masih
banyak investor kelapa sawit
yang tidak berkantor di Ka-
limantan Barat, sehingga
menimbulkan potensi per-
putaran uang hasil kegiatan
usaha sektor kelapa sawit ke-
luar dari Kalimantan Barat,’
ujar Heronimus Hero selaku
Kepala Dinas Perkebunan
dan Peternakan Provinsi
Kalimantan Barat.

“Di Kalimantan Barat ter-
dapat368 perusahaan perke-
bunan dan selalu dilakukan
pembinaan berjenjang baik
dari Kabupaten maupun
dari Provinsi dengan jum-
lah terbanyak perusahaan
tersebutdidaerah Kabupaten
Ketapang,” kata Hero.

“PabrikKelapa SawitdiKa-
limantan Barat sejumlah 134
pabrik, ada yang terintegrasi
dengan perusahaan perke-
bunannya dan ada Pabrik
Kelapa Sawit non kebun
karena aturan dahulu masih
memperbolehkan Pabrik
Kelapa Sawit non kebun.
Namun, saat ini minimal
Pabrik Kelapa Sawit bisa
memenuhi 20% kebutuhan
dari kebun sendiri,” tambah
Hero. (*/pk) :
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- Rjsmawanti selaku Kepala

Kanwil DJPKalimantanBarat
mengatakan, “Kamiberharap
dengan adanya kolaborasi
antara DJP, Kepolisian dan
Pemerintah Daerah untuk
menunjang penerimaan
negara sehingga dapat lebih
maksimal. Dalam bekerja
menjunjung prinsip integri-
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